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"Mohon maaf, agar dipahami bahwa kita tidak bisa menyubsidi terus-menerus, kecuali minyak tanah," tutur Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan usai mengikuti peringatan puncak Hari Ibu di Istana Negara, Rabu (22/12).”

Menurut Jusuf, Pertamina menaikkan harga elpiji karena terlalu banyak menanggung kerugian akibat kenaikan harga minyak dan gas dunia. "Kebutuhan kenaikan itu karena Pertamina mengalami kesulitan cash flow. Pertamina terlalu banyak rugi. Kenaikan harga itu hanya pas-pasan bagi Pertamina," ujar Kalla.

Kutipan di atas merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Wapres RI yang belum lama terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode 2004 – 2009. Kedengarannya apa yang disampaikannya sangat ringan, karena memang untuk menutupi kerugian maka mesti ada satu langkah kebijakan yang diambil. Salah satunya adalah dengan menaikkan tarif elpiji yang selama ini menjadi proyek utama Pertamina.

Masih ingatkah kita, belum lama selang waktu bahkan belum genap satu tahun beberapa anggota DPR melakukan kunjungan ke Korea Selatan dengan menggunakan uang BUMN, yang nyata di ambil dari kantong PT. Pertamina. Dalihnya untuk kunjungan berupa studi banding. Biaya studi banding itu telah menghabiskan uang yang tidak sedikit, padahal saat itu mereka tahu bahwa kondisi ekonomi bangsa sedang tidak stabil. Bahkan boleh jadi kondisi ekonomi bangsa yang belum juga pulih dari dampak krisis moneter malah lebih parah dan semakin terpuruk. Akan tetapi mereka tetap berangkat dengan uang BUMN itu. 

Jika memang saat ini pemerintah mengatakan bahwa kenaikan itu semata-mata untuk menutupi kerugian yang dialami Pertamina akibat kenaikan minyak dan gas dunia, seharusnya ini sudah diantisipasi sejak lama. Bahkan saat itu tidak perlu adanya kunjungan ke Korea Selatan yang jelas-jelas memakai uang Pertamina, sehingga paling tidak kerugian yang dialami sedikit bisa diatasi. Kalau saat ini pemerintah meminta pengertian dari rakyat, apakah tidak sebaliknya? Bahwa sesungguhnya rakyat telah begitu banyak memberikan pengertian kepada pemerintah. Akan tetapi, kepercayaan yang diberikan rakyat sampai saat ini ternyata belum juga mendapatkan sambutan yang memuaskan. Rakyat hanya menerima imbas dari apa yang telah dilakukan elit selama ini. 

Jika hari ini berbagai elemen masyarakat meminta agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan BBM, terutama elpiji, pertamax dan pertamax plus, rasanya sangat wajar. Sebab yang menderita kerugian tidak hanya Pemerintah (baca: Pertamina). Akan tetapi justru sebaliknya, masyarakat telah banyak dirugikan dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Apalagi saat ini kita ketahui bersama, bahwa untuk program 100 hari pertama pemerintahan SBY – Kalla untuk memberantas Korupsi pun belum lagi jelas arahnya. Bukankah masyarakat telah banyak dirugikan dengan kehadiran para koruptor yang jelas-jelas lahir akibat diberlakukannya berbagai kebijakan pemerintah dalam banyak bidang?

Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintahan SBY – Kalla mampu menjabarkan janji-janji mereka saat masih kampanye? Ataukah akan tetap terulang kebodohan masa silam, yang mana pemerintah hanya bias membodohi rakyat yang memang sudah bodoh. Sehingga pemerintah bias lenggang kangkung di atas kebijakan yang mereka tetapkan.
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